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1.1 Latar Belakang  
 Didasari sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam 
mewujudkan manusia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing 
dalam era Globalisasi. Untuk mewujudkan kinerja karyawan yang berkualitas, 
manajemen sumber daya manusia harus benar-benar dikelola baik.  
 Dalam hal lain sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai. 
Pegawai merupakan salah satu aset sumber daya manusia yang paling berharga 
dalam sebuah organisasi yang dituntut untuk bekerja dan menghasilkan kinerja 
yang baik dan maksimal agar bisa tercapainya visi dam misi dalam sebuah 
organsasi tersebut. Sejalan dengan pendapat diatas Lako dan Sumayati (2002) 
berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai visi 
dan misi yang berkelanjutan sangat bergantung pada manusia  
Salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung peningkatan kinerja 
adalah ketersediaan pegawai pendukung baik dalam kuantitas maupun jenisnya 
yang memadai. Pemenuhan kebutuhan pegawai untuk mendukung kinerja tersebut 
sulit dilakukan jika hanya mengandalkan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Hal ini muncul karena adanya kebijakan zero growth yang harus 
dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga. Untuk itu pengadaan Pegawai 
Non PNS menjadi pilihan dan prioritas penting. 
Pengadaan Pegawai Non PNS sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak 







Pegawai honorer tersebut diterima setelah memenuhi berbagai persyaratan dapat 
diangkat menjadi PNS. Namun dengan keluarnya kebijakan dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maka 
kebijakan tersebut ditiadakan. Bentuk lain dari pengadaan Pegawai Non PNS yang 
sudah dimulai sejak tahun 2005 yaitu, pegawai honorer atau pegwai tidak tetap 
(PTT). Pegawai model ini merupakan model pegawai yang didasarkan pada 
kontrak  kerja. 
Kinerja pegawai pada umunnya adalah suatu pewujudan kerja yang 
dilakukan oleh seorang pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar atau 
acuan penilaian terhadap pegawai dalam suatu oganisasi. Kinerja yang baik 
merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi, oleh karena 
itu kinerja juga merupakan sarana penentu dalam jalannya suatu organisasi 
sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja pegawai . Kinerja 
pegawai dapat dilihat dari kedisiplinan pegawai tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
SK.4898/KP.102/DRJD/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai tidak tetap, 
pegawai honorer, staf  khusus, dan pegawai lain yang diangkat dengan kontrak 
dan dibayar  atas biaya Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut 
dibawah ini adalah tabel nama-nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 






Tabel 1.1. Nama Pegawai PPNPN di Balai Pengelolaan Transportasi Darat 
Wilayah IV Riau Kepri di Kota Pekanbaru 
 
No  Nama Jabatan 
1 ARIO WIBOWO,SE PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
2 MORINA PUTRI PPNPN Bidang Keuangan  
3 NABILA YUDIA TAMARA PPNPN Bidang Keuangan 
4 SRI PURNAMA WATI,A.MD PPNPN Bidang Keuangan 
5 NATATSHA AMELIA 
ROSYADI,SE. 
PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
6 HARSA DINATA HS,S.KOM PPNPN Bidang Keuangan 
7 RIZKI PRATAMA ALFI PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
8 GHANDI NOVENDRI,SE PPNPN Bidang Keuangan 
9 ADITYA AGUSTIAN,SE PPNPN Bidang Keuangan 
10 ARISTAWIDYA APTAMA,SH PPNPN Bidang Keuangan 
11 YOHANA MARETHA PPNPN Bidang Keuangan 
12 LIA DWI SABRINA,S.Sos, M.si PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
13 WAHYU ANANDA,SE PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
14 IRWANTO S,PI PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
15 TRIANA OCTAVIA PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
16 YUKI CHANDRA PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
17 ERWIN YENDRA,S.PD.I PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
18 YULIA PRIMA HARYATI  PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
19 DESSY RISNAWATI,SE PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
20 ELSA NOFITA SARI PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
21 ASTRID MUSTIKA LUCKY PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
22 YOLA AFIA MASDAR,S.A.P PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
23 RAKHA FARRAS AZIZ PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
24 BUDI RIZKI,ST PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 









PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
27 FIKY RAHMAN,ST PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran 
28 ANDRE KURNIAWAN PPNPN Bidang Keamanan 
29 FERRYANTO SITANGGANG PPNPN Bidang Keamanan 
30 SINYO MANU PPNPN Bidang Keamanan 
31 ERWIN ELIDAD KAMEO PPNPN Bidang Keamanan 
32 IRVAN HADI  PPNPN Bidang Keamanan 
33 RONI HARI FRIANTO PPNPN Bidang Keamanan 
34 RENGGA LUKITO PPNPN Bidang Keamanan 
35 SUPRAPTO PPNPN Bidang Kebersihan 
36 ANDI SURYA PPNPN Bidang Kebersihan 
37 WALUYO NINGSI PPNPN Bidang Kebersihan 
38 MELTA DESNALTIN PPNPN Bidang Kebersihan 
39 ISWAHYUDI,ST PPNPN Bidang Operasional Teknis  
40 ABU MANSUR 
MADTRIDI,S.KOM 
PPNPN Bidang Operasional Teknis 
41 MUHAMMAD ILHAM 
MALIK,S.Tr.Tra 
PPNPN Bidang Operasional Teknis 
42 DWI RAHMA 
QONITA,AMD.LLASDP 
PPNPN Bidang Operasional Teknis 
43 AMYLIA ANNISI,SE PPNPN Bidang Operasional Teknis 
44 M. HARDIANISYAH, 
A.Md.LLASDP 
PPNPN Bidang Operasional Teknis 
45 MEIFRY HAYATI PUTRI,SIP PPNPN Bidang Administrasi 
Perkantoran  
46 DESI RETNOWATI PPNPN Bidang Operasional Teknis 
47 MOHD SURYA SAKTI 
YOGA,S.AP 
PPNPN Bidang Operasional Teknis 
Sumber : BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 
 
Tabel di atas nama pegawai pemerintah Non pegawai  Negeri berikut 
jabatannya di bidang  keuangan, administrasi, operasional dan  keamanan pada 
Tahun 2019.  
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau Dan Kepulauan Riau 





Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dibidang pelayanan transportasi jalan, 
pelabuhaan sungai, danau dan penyeberangan komersial serta penyebrangan 
perintis. 
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendukung pelaksanaan tugas 
operasional teknis transportasi darat  dan administrasi. Tujuannya  agar 
pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tertib, 
terkordinasi dan terintegrasi di lingkungn Direktorat Jenderal. 
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai ASN dan PPNPN di Bptd wilayah IV Riau dan 
Kepri di Kota Pekanbaru 
  
  Pada tahun 2020 terjadi perubahan penambahan Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri dilingkungan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV 
Riau-Kepri  
 
No  Status  Jumlah 
1. ASN 32 
2. PPNPN 78 
 Total  110 
Sumber : BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 
Dari tabel 1.2. terlihat jumlah  pegawai Pemerintah Non pegawai  ( PPN ) 
lebih banyak dari pada jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN ), 
merupakan jumlah pegawai di kantor BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan 
Kepulauan Riau serta terminal di kota Pekanbaru. 
Indikator Penilain Kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
IV Riau Dan Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat Nomor SK.4898/KP.102/DRJD/2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat 






  Penilaian Kinerja merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan 
kontrak, kontrak akan diperpanjang apabila penilaian prestasi kerja minimal baik 
dan penilaian sikap kerja minimal baik. Yang berwewenang dalam Proses 
penilaian kinerja pegawai PPNPN Di BPTD IV ini Dilakukan oleh Kepala Balai 
yaitu Bapak ARDONO, ATD,MT sesuai dengan Peraturan Direktorat Jedral 
Perhubungan Darat Nomor SK.4898/KP.102/DRJD/2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan 
di Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri.  
Dalam Balai Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau Kepri 
terdapat SK/KP.108/II/17/BPTD-IV/2018 yaitu Tanggal 21 Desember 2018 dan 
Nomor SK/KP.102/I/8/BPTD-IV/2019 tentang surat keputusan kuasa penggunaan 
anggaran dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) Bidang operasional teknis, bidang administrasi perkantoran, 
bidang keamanan dan bidang kebersihan tahun anggaran 2020 dilingkungan Balai 
Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau Kepri .             
Tabel 1.3  Berikut ini nama-nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri 
(PPNPN) yang diberhentikan dan mengundurkan diri secara 
hormat atau pun kontrak yang tidak diperpanjang dari tahun 
2018-2020 sebagai berikut ;  
 
No Nama PPNPN Tahun Masalah 
1. Gugun Gundala  17  Juni 2019 Dikarenakan tidak disiplin,dan 
tunggakan hutang dikoperasi dan 
pegawai  
2. Riski Wahyu Syaputra 9 Juli 2019 Mengundurkan diri karena melajutkan 
DIV STTD di Bekasi 
2.  M.Reza Suhendar  1 November 
2019  
Tidak disiplin dan jarang masuk  
4.  Muhammad Ilham 




Mengundurkan diri karna 
melanjutkan DIV STTD di Bekasi  
5. Kopin Hartowo 
Nasution  
25  Februari 
2020 
Mengundurkan diri karena 
melanjutkan S1 





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada pegawai pemerintah non pegawai 
negeri (PPNPN) yang diberhentikan karena tidak disiplin dan jarang masuk 
sertaada yang mengundurkan diri dikarenakan melanjutkan sekolah. 
Karyawan kontrak adalah  karyawan yang bekerja pada suatu  instansi 
dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak. 
selama ini yang menjadi penentu perpanjangan kontrak kerja di Balai pengelolaan 
Transportasi darat wilayah IV Riau Kepri berdasarkan peraturan Kemenhub yang 
telah ditetukan. Dengan peraturan itulah bisa menjadi suatu pedoman apakah 
pegawai layak bisa untuk diperpanjang kontraknya atau bukan.  
Dalam perpanjangan kontrak pegawai ada beberapa yang menjadikan 
pertimbangan apakah pegawai layak diperpanjang kontraknya atau tidak, yaitu :  
1. Hasil Kerja  
Setiap pegawai memiliki beban kerjannya atau target kerja yang 
telah ditentukan oleh sebuah perusahaan atau instansi. Jika hasil kerja 
pegawai telah memenuhi bahkan melampaui target yang diharapkan, sudah 
mesti nya pegawai tersebut dipertahankan demi kepuasaan suatu instansi 
atau perusahaan. Namun jika yang ditunjukkan justruk sebaliknya, maka 
perlu menyiapkan alternatif lain, dengan cara memberikan persyaratan 
atau memberhentikan kontrak pegawainya. Maka dari itu penilaian kinerja 
pegawai perlu disusun sebaik-baiknya.  
2. Kemampuan mengembangkan diri 
Selain hasil kerja, hal yang tidak kalah penting untuk 
mempertimbangkan sebelum melanjutkan kontrak pegawai adalah proses. 





tugasnya. Apakah pegawai mempunyai inisiatif dalam bertindak ataupun 
cenderung menunggu intruksi, apakah pegawai selalu berinovasi atau 
cenderung mengikuti dan melanjutkan pekerjaan yang ada atau lain 
sebagainya. Intinya perhtiakn sebuah kemampuan dari diri seorang 
pegawai tersebut.  
3. Kehadiran pegawai  
Kehadiran pegawai memang tidak selalu berbanding lurus dengan 
kinerja yang memuaskan. Pegawai dengan persentase kehadiran tinggi 
belum tentu uggul atau berkinerja dengan  baik jika pegawai tersebut idak 
tau apa yang mesti dikerjakan selama dikantor, tanpak rajin atau tidak 
berkontribusi, namun pegawai professional sudah pasti selalu menjaga 
perfonmansi dan kopetensinya. Juga akan menghormati dan mentaati 
aturan dari instansi, termasuk dalam sebuah kedisiplinan dengan cara 
menjaga kehadiran dengan baik.  
4. Ketersedian dana 
Ketersediaan dana sangat berpengaruh pada perpanjangan kontrak. 
Seperti anggaran tahunan yang harus mencukupi, karena dengan 
ketersedian dana yang mencukupilah gaji para pegawai dapat dibayar dan 
dapat juga menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.  
Untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal, seorang pemimpin perlu 
mengarahkan dan  membimbing memberi masukan dan juga memberi semangat 
kepada para pegawainya agar mendapatkan motivasi dam semangat langsung dari 





nilai-nilai yang ada didalam organisasi dan nilai moral yang sangat kuat dari 
seorang pemimpin.   
Dengan beberapa penjelasan diatas maka penulis akan mmengambil 
kesimpulan judul ‘’ ANALISIS  KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON 
PEGAWAI NEGERI (PPNPN) SEBAGAI SYARAT PERPANJANGAN 
KONTRAK PADA BALAI  PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT 
(BPTD) WILAYAH  IV  RIAU-KEPRI . 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah, maka penulis 
perlu mencari tahu tentang :  
1. Bagaimanakah Analisis Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 
(PPNPN) sebagai syarat perpanjangan Kontrak pada Balai Pengeloaan 
Transportasi Darat Wilayah VI Riau-Kepri di Kota Pekanbaru ?  
2. Apa saja hambatan– hambatan dalam proses penilaian kinerja pada  Balai 
Pengeloaan Transportasi Darat Wilayah IV  Riau-Kepri ?  
 
1.3 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Analisis Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) sebagai syarat perpanjangan Kontrak pada Balai 
Pengeloaan Transportasi Darat Wilayah VI Riau-Kepri di Kota Pekanbaru  
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penilain kinerja pada 







1.4 Kegiatan Penelitian  
1. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-
ilmu yang dipelajari dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada. 
2. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
kajian dan bahan pembandingan dasar penelitian lebih lanjut. 
 
1.5 Sistematika Penulisan  
BAB I PENDAHULUAN  
 Dalam BAB I pendahuluan berisikan Latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan  
BAB II  TELAH PUSTAKA  
 Dalam BAB II Berisi,telaah Pustaka yang merupakan landasan teori 
yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 
permasalahan yang dibahas oleh peneliti.  
BAB III METODE PENELITIAN  
 Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang jenis 
penelitianlokasi dan waktu penelitian, Jenis dan Sumber Data, serta 
populasi dan sampel.  
BAB IV  GAMBARAN UMUM  
  Dalam BAB IV gambaran umum yang berisi tentang mendeskripkan 
secara umum Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau-
Kepri dan uraian pembagian tugas yang ada di Balai Pengelolaan 





BAB V   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Dalam BAB V hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang 
menanalisa kinerja pegawai yang ada Balai Pengelolaan Transportasi 
Darat Wilayah IV Riau-Kepri  
BAB VI  PENUTUP  






2.1 Manejemen Sumber Daya Manusia  
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen 
yang Berarti suatu usaha untuk mengarahkan dan mengolah sumber daya manusia 
di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang 
diharapkan oleh organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh 
personil/pegawai yang dapat mengelolah organisasi tersebut kearah kemajuan 
yang diinginkan. Sebaliknya tidak sedikit organisasi yan hancur dan gagal karena 
ketidak mampuan mengelola sumber daya manusia.  
Sumber daya manusia disingkat MSDM merupakan suatu ilmu atau cara 
bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang 
dimiliki oleh individu yang efisien dan efektif dan dapat digunakan secara optimal 
untuk mencapai tujuan (goal) dengan perusahaan, karyawan dan masyrakat yang 
maksimal. 
Manejemen sumber daya manusia juga melibatkan sistem perencanaan 
desain dan implementasi, karyawan, pengembangan karyawan, manejemen karir, 
evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan kerja yang baik. 
Manejemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 
manejemen yang secara langsung mempengaruhi sumber daya manusia.  
Sumber daya manusia dipandang sebagai aset organisasi yang sangat 
penting, karena manusia merupakan seumber daya yang dinamis dan selalu 





sangatlah penting dan dibutuhkan dalam perusahaan maka muncul lah suatu ilmu 
managemen yang mempelajari masalah-masalah ketenagakerjaan dan 
kepegawaian yang disebut sumber daya manusia yang berimbas pada tinggi nya 
standar untuk menjadi seorang karyawan dan tingkat pengangguran turut manjadi 
semakin ketat nya persaingan diberbagai bidang pekerjaan. Jumlah penawaran 
tenanga kerja dan jumlah permintaan tenanga kerja yang tidak seimbang membuat 
perusahaan leluasa untuk memilih dan memilah bahkan mengganti seorang 
pegawainya.  
Hal ini yang menjadikan persaingan antara pegawai sehingga pegawai 
melupakan hak wajar yang harus didapatkan demi mendapatkan sebuah pekerjaan. 
Bersamaan dengan itu muncul UU tentang  (UUK) yang menyangkut tentang 
ketenaga kontrak, setelah disahkannya UU No. 1 tahun 2002 banyak perusahaan 
yang menerapkan system kerja kontrak diperusahannya.  
 Dalam hal ini , Indonesia juga telah mengatur tentang system tenagaaan 
kerjaan yang dihimpun dalam undang-undang ketenaga kerjaan (UUK) No.12 
tahun 2002 termasuk system kerja kontrak. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa 
sistm kerja kontrak adalah sebuah perjanjian  antara pekerjaan yang memiki 
sebuah syarat tertentu. Sedangkan karyawan kontrak adalah karyawan yang 
bekerja disuatu  instansi dengan batas kerja tertentu yang didasari atas suatu 
perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT).  
 Setelah adanya undang-undang tentang ketenaga kerjaan termasuk kontrak 
banyak perusahaan diindonesia yang menggunkaan system kerja kontrak dengan 
berbagai alasan salah satunya agar mampu meningkatkan produktivitas suatu 
14 
 
perusahaan atau instansi terkait, agar mampu meningkat kan kinerja karyawan 
secara efektif dan efisien dengan memperkerjakan pegawai semenimal mungkin 
untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin.   
 Menurut Nawawi (2011) Manajemen sumber daya manusia mengandung 
pengertian yang erat kaitannya dengan pengelaan sumber daya manusia atau 
pegawai dalam perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai 
personil. Tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan asset 
dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat 
mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan 
eksistensi organisasi.  
 Menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Sondang P. Siagian (2013:6)  
Manejemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang 
bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang 
yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat 
organisasi memerlukannya.  
 Menurut Sutrisno (2011), manajemen sumber daya manusia mempunyai 
defenisi sebagai suatu perencanaan, pengerganisasian  pengarahan dan 
pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kopensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemtusan hubungn kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 





2.2 Kinerja Sektor Publik 
2.2.1. Pengertian Kinerja Sektor Publik 
 Istilah Kinerja Sektor Publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. 
Cakupan organisasi sector public sering tidak sama. Di Indonesia, berbagai 
organisasi termasuk dalam cakupan sector public antara lain pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, organisasi bidang pendidikan, oragnisasi 
bidang kesehatan dan organisasi masa. Menurut Mardiasmo (2009), sector public 
merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk 
menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan 
dan hak publik.  
 Sedangkan menurut Mahsun (2014) sektor public adalah segala 
sesuatuyang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau 
jasa kepada public yang dibayar melalui atau pun pajak yang diatur didalam 
hukum.  
 
2.2.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
 Pengukuran kinerja sektor public menurut Mahmudi (2015) meliputi 
aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indicator yang memberikan informasi 
sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publikuntuk memonitor kerjanya. 
Dalam menghailkan Outout dan Outcome terhadap masyrakat. Pengukuran kinerja 
bermanfaat untuk membantu pimpinan unit kerja dalam mengatur dan 
memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuanorganisasi dalam rangka memenuhi 
tuntutan akuntabilitas publik.  
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 Pengukuran kinerja menurut Amins (2012 dalam Alfian 2016) merupakan 
hasil dari suatu penilain yang sistematikdan didasarkan pada kelompok indicator 
kinerja yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang 
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan sasaran  dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi 
penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic mengenai efektivitas 
operasional  suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 
sasaran, standar kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.  
2. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik 
 Tujuan dilakukan pengukuran kinerja sektor public menurut pendapat 
Mahmudi (2015) adalah :  
a. Mengetahui tingkat kecapaian tujuan organisasi  
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai  
c. Memperbaiki kinerja periode selanjutnyab  
d. Memberikan pertimbangan yang sistematikdalam pembuatan keputusan 
atau pemberian reward 
e. Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilits publik.  
3. Manfaat pengukuran kinerja sektor publik  
 Menurut Lynch dan Cross (dalam Yuwono, 2007) manfaat 
sistempengukuran kinerja yang baik adalah :  
1. Menulusurun kinerja terhadap harapan atasan dan pegawainya agar 
lebih dekat  
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2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan dan kinerja yang b 
aik.  
3. Agar dapat dijadikan sebuah proses pembeljaran bagian kinerja.  
 
2.3 Kinerja Pegawai  
2.3.1 Defenisi Kinerja Pegawai  
Secara umum, defenisi kerja pegawai adalah hasil keja secara kualitas dan 
kuantitsas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang 
dibebankan dan diberikan kepadanya.  
Menurut Robbin dalam Nawawi (2006: 62), yakni kinerja adalah jawaban 
atas pertanyaan “apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu.” 
Sedangkan definisi kinerja menurut Prawirosentono (2008), kinerja 
(performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
maupun etika. 
Menurut Edison (2016) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 
mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau 
kesepakatan yang telah ditetapka sebelumnya. Marihot Tua Efendi berpendapat 
bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku 
nyata yang ditampilkan  sesuai perannya.  
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Kinerja juga dapat diartikan hasil yanh dicapai seseorang baik kualitas 
atau pun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Selain itu kinerja sesorang mempengaruhi juga oleh tingkat pendidikan, 
pengalaman kerja dan motivasi kerja. Hasil kerja tersubut akan memberikan 
umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaan yang 
baik pula. Pendidikan juga juga berpengaruh kepada kinerja sessorang karna dapat 
memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan 
selnjutnya akan berpengaruh terhadap kinerjanya.  
Menurut Mitcell yang dikutip oleh Luluk Atirotu Zahrok, mengemukakan 
bahwa kinerja itu meliputi beberapa aspek, antara lain :  
1. Kualitas kerja  
Kerja dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan oleh 
seseorang, kualitas yang  baik menunjukkan bahwa orang tersebut 
mempunyai kinerja yang baik pula, begitu pun sebalikanya. 
2. Ketepatan  
Seseorang yang bias bekerja dengan tepat sesuai dengan petunjuk 
yang harus didukung dengan kecepatan seseorang dalam bekerja akan 
menanda kan bahwa sesorang tersebut mempunyai kinerja yang baik, 
mereka akan mampu bekerja dengan tepat, cepat dan rapi.  
3. Komunikasi  
Seseorang yang kinerja yang baik, mereka mampu berkomunikasi 
dengan b aik, supel dengan siapa saja, baik dengan atasan, bawahan 
ataupun dengan sederajat. Jika segala sesuatu dikomunkasikan dengan 
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baik, maka segala kondisi yang dihadapi akan dapat diatasi dengan baik 
pula.  
Dari beberapa defenisi dapat diangkat dari pendapat dan pandangan yang 
dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian adalah suatu hasil kerja 
yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas dan 
pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan 
tujuan organisassi.   
Pencapain tujuan organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan 
program-program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaan tugas 
dari tugas-tugas rutin, umum dam pembangunan. Kemapuan berprestasi 
memberikan pernyataan bahwa manusia pada hakekatnya mempunyai 
kemampuan untuk berprestasi diatas kemampuan orang lain.  
Kemampuan itu hanya dapat dimiliki bilamana pegawai mempunyai 
pendidikan yang tinggi, pengalaman yang cukup tinggi ,mental yang baik,dan 
moral yang baik pula. Akan tetapi, jika kesanggupan dalam memangku jabatan 
tidak ada,walaupun tempat kerjanya sudah tepat hal itu tidak akan menghasilkan 
atau mencapai kinerja yang baik atau tidak terwujudnya menajemen produtifitas. 
2.3.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja  
Menurut Timple (Dalam Mangkunegaram, 2005) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
1. Faktor Internal  
Faktor Internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 
seseorang misalnya kinerja baik disebabkan karena mempunyai 
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kemampuan tinggi dan tipe seseorang itu pekerja keras, sedangkan 
seseorang kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan 
rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya untuk memperbaiki 
kemampuannya. 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
karyawan yang berasal dari faktor lingkungan seperti siakp, dan perilaku 
rekan-rekan kerja, bawahan atau pimpinan. Faktor eksternal ini merupakan 
jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang.  
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Henry Simamora (1995: 
500) dalam Mangkunegara (2005: 14), kinerja (performance) dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu:   
1. Faktor individual yang terdiri dari : 
a. Kemampuan dan keahlian; 
b. Latar belakang; 
c. Demografi. 
b. Faktor psikologis yang terdiri dari : 
a. Persepsi; 
b. Attitude; 
c. Personality;  
d. Pembelajaran;  
e. Motivasi.  
3. Faktor organisasi yang terdiri dari:  
a. Sumber daya; 
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b. Kepemimpinan;  
c. Penghargaan; 
d. Struktur; 
e. Job design. 
2.3.3 Faktor yang Memperngaruhi Pencapaian Kinerja  
 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja individu 
dalam organisasi menurut A. Dale Timple (1992: 31) dalam Mangkunegara (2005: 
15) adalah factor internal dan factor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut :  
1. Faktor Individu  
Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 
memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 
(jasmani). Dengan adanya integritasyang tinggiantara fungsi psikis dan 
fisik, maka individu tersebut memiliki kosentrasi diri yang baik.  
2. Faktor lingkungan organisasi  
Faktor lingkungan organisasi sangat menunjang bagi individu 
dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 
dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 
target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif.   
2.3.4 Mengukur Kinerja  
Mengukur kinerja pegawai/ karyawan dimaksudkan untuk menilai tingkat 
kinerja pegawai dalam periode waktu tertentu. Menurut Malayu S.P. Hasibuan 
dalam Mangkunegara (2005: 17) mengemukakan bahwa aspek-aspek yang dinilai 
kinerja mencakup sebagai berikut : 
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1. Kesetiaan;   
2. Hasil Kerja;  
3. Kejujuran; 
4. Kedisiplinan;  
5. Kreativitas;  
6. Kerjasama; 
7. Kepemimpinan;  
8. Kepribadian. 
2.3.5 Penilaian Kinerja  
 Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 
menilai hasil kerja bawahannya. Penilaian kinerja adalah suatu system yang 
digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang pegawai telah 
melaksanakan pekerjaan dalam suatu organisasi melalui instrument penilaian 
kerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi tehadap 
penampilan kerja individu (personel) dengan membandingkan dengan standard 
baku penampilan.  
 Penelitian kinerja menurut Widodo Suparno Eko (2015,p.135) 
mendefenisikan bahwa penilaian kinerja (performance appraisal) adalah suatu 
evaluasi terhadap tingkat kinerja seseorang dibandingkan dengan standar kinerja 
yang sudah ditentukan.  
 Pengertian penilaian kinerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja 
pegawai negri sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian 
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secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilaian terhadap sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja PNS .  
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 
2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negri Sipil, penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negri Sipil ( PNS)  dilakukan berdasarkan prinsip :  
1. Objektif;  
2. Terukur; 
3. Akuntabel;  
4. Partisipatif;  
5. Transparan. 
2.3.6 Manfaat Penilain Kinerja  
 Bagi pihak manajemen perusahan ada banyak manfaat dengan 
dilakukannya penilaian kinerja, menurut Nugroho dalam Fahmi (2011:66) 
penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk :  
1. Mengelola operasional organisasi secara efektif dan efesien melalui 
pemotiva  si,karyawan secara maksimum;  
2. Membantu pengambilan keoutusan yang bersangkutan dengan karyawan, 
seperti promosi,transfer dan pemberhentian; 
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk 
menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan.  
 Berdasarkan berbagai alasan dan bahan pertimbangaan maka diharapkan 
akan mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja suatu perusahaan 
karena sebagaimana kita ketahui alas an paling utama dari diperlukannya penilaia 
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kinerja adalah agar terciptanya peningkatan kualitas kinerja di suatu peruahaan 
atau instansi , dan pengaeuhnya lebih jauh pada peningkatan produktivitas serta 
profit perusahaan.  
 
2.3.7 Metode Penilaian Kinerja  
  Menurut Moeheriono, (2012:161) standar operasional prosedur (SOP) 
adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 
fungsi dan alat penilaian kinerja instansi yang berdasarkan :  
1. Indikator kinerja teknis;  
2. Administrasi dan prosedur sesuai tata kerja;  
3. Prosedur kerja;  
4. System kerja para unit kerja.  
 Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri menurut 
Moeheriono (2012:161) adalah menciptakan komitmen menegenai apa yang 
dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah guna mewujudkan 
pemerintah yang bersih (good governance). SOP, tidak bersifat internal tetapi juga 
bersifat eskternal, sehingga selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja 
organisasi publik, Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat digunakan 
untuk menilai kinerja publik berupa :  
1. Responsivitas; 
2. Responsibilitas;  
3. Akuntabilitas;  
 Dengan demikian SOP merupakan pedoman untuk acuan menilai 
pelaksanaan kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, 
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administrasi dan prosedur sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi 
yang bersangkutan, menurut Moeheriono (2012:162). 
 
2.4 Status Kepegawaian 
 Status kepegawain adalah keadaan yang satu dengan keadaan yang lain 
dalam satu perusahaan atau organisasi.  
 Status kepegawaian pada dasarnya ada 3 (tiga) yaitu   
1. Karyawan Tetap 
Karyawan Tetap merupakan karyawan yang tidak memiliki jangka 
waktu dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) 
2. Karyawan Kontrak  
Merujuk pada UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, karyawan 
kontrak adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha 
dengan berdasarkan pada Perj anjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 
3. Outsourcing  
Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lain. Outsourcing diatur dalam UU 13/2003 dan 
Kepmenakertrans 220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 
Karyawan outsourcing bisa merupakan karyawan tetap ataupun 
kontrak, hal itu bergantung kepada sifat pekerjaannya (memenuhi syarat 




Konsep pengelompokan pegawai tetap mengacu pada pegawai yang 
rutin bekerja secara penuh dan ikut mengelola kegiatan usaha. Pegawai 
tidak tetap (pegawai musiman) mengacu kepada pegawai yang diberi 
imbalan berupa upah harian dan jenis pekerjaan tidak menyaratkan 
memiliki keahlian tertentu. 
 Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 
mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik . 
 Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari : 
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 
nasional.  
2. PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan 
perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 




2.5 System Kerja Kontrak 
1. Defenisi Perjanjian dan Kinerja Kontrak  
Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan nama dua orang pihak atau lebih meningkatkan diri 
untuk melaksanakan suatu hal.  
Menurut Subekti, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang 
atasan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah gaji tertentu, adanya 
suatu hubungan tas dasar pihak yang satu, atasan berhak memberikan 
perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.  
Menurut Wiwowo  Soedjono S.H, perjanjian kerja adalah hubungan 
antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja bwahan dan bertindak 
sebagai seorang atasan.  
Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara peekerja dan 
pengusaha secara lisan Tu tulisan, baik waktu tertentu maupun untuk 
waktu yang tidak ditentukan yang membuat syarat dan kewajibannyaa. 
Sedangkan karyawan kontrak adalah karyawan yang bekerja pada suatu 
instansi dengan kerja waktu tertntu yang didasari atas suatu perjanjian atau 
kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kontrak (PKWT).  
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerja  
 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengen kerja 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan , upah , 
dan perintah karena itu bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau 
pada sebuah perusahaan lembaga adalah  adanya perjanjian kerja yang 
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berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai 
pengusaha maupun sebagai pekerja.  
Ada 2 (dua) bentuk perjanjian kerja,yaitu :  
a. Perjanjian kerja secara lisan  
Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi ada juga 
perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang 
Nomor 12 tahun 2002  pasal 50 angka 1 tentang ketenagakerjan 
memperoleh perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Meskipun kontrak 
kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kerja kontrak jenis ini tetap 
bias menhikat kerja pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak  kerja 
tersebut. Namun tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai 
kelemahan fatal, apabila ada ebebrapa isi kontrak kerja yang ternyata 
tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan 
secara tertulis maka akan mengikat kerja.  
b. Perjanjian kerja tertulis 
Perjanjian kerja tertulis harus memuat tentang jenis pekerjaan 
yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan diterima dan berbagai 
hak serta kewajiban lainnya bagi masing-masing pihak.  
Perjanjian kerja tertulis  harus secara jelas menyebutkan apakah 
perjanjian kerja itu termasuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
atau disebut system  kontrak. Atau perjanjian kerja waktu tertentu  
(PKWT atau system permanen/tetap)  
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 Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 52 angka 1 
tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar :  
1) Kesepakatan kedua belah pihak  
2) Kemampuan atau kecapakan melalakukan perbuatan bukum.  
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Atau perjanjian Kerja 
Sistem Kontrak.  
Perjanjian kerja waktu tertentu yang disebut dengan PKWT 
adalah perjsnjisn kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja dalam waktu yang telah ditentukan. 
Menurut Payaman Simanjuntak pengertian perjanjian kerja waktu 
tertentu adalah perjanjian kerja antara atasan dan bawahan yang 
diperkirakan selsai dalam waktu tertentu yang lebihg pendek  yang 
jangka waktunya paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu 
kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian pertama, dengan 
ketentuan seluruh masa perjanjian tidak boleh melebihi dari tiga tahun 
lamanya.  
2.6 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 
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Pegawai  Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)  adalah pegawai tidak tetap, 
pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang diangkat dengan kontrak dan 
dibayar atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
2.6.1 Kriteria Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 
Pasal 5 kriteria yaitu Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yaitu : 
1. Diploma Dua (D2); 
2. Sekolah Menengah Atas (SMA); 
3. Sekolah Menengah Pertam (SMP); 
4. Usia Minimal 35 Tahun Maksimal 55 Tahun; 
2.6.2 Sasaran Kerja  
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 
Pasal 31 tentang Sasaran Kerja yaitu : 
1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  (PPNPN) wajib membuat 
Laporan Bulanan sebagai penilaian kinerja atas hasil pelaksanaan tugas; 
2. Laporan Bulanan ditanda tangani oleh Pejabat Penilai setiap bulan N+1 
paling lambat hari kerja ketujuh; 




2.6.3  Penilaian Kinerja 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 
Pasal 32 tentang Penilaian Kinerja  yaitu : 
1. Prestasi Kerja  
a. Memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan; 
b. Menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana dengan sebaik-
baiknya; 
2. Perilaku Kerja 
a. Memiliki integras dan etos kerja; 
b. Disiplin; 
c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran 
dan tanggung jawab; 
d. Semangat kerja; 
e. Menjaga suasana kerja. 
2.6.4 Syarat Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) 
 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah 
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 
Pasal 35 tentang Syarat Perpanjangan Kontrak  yaitu : Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri yaitu : 
32 
 
4 Penilaian Prestasi Kerja minimal baik; 
5 Penilaian Sikap Kerja minimal baik; 
6 Masih terdapat formasi PPNPN; 
7 Proses perpanjangan kontrak kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri tampa didahului dengan proses seleksi. 
 
2.7 Pandangan Islam tentang Kinerja  
Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat at-
Tawbah ayat 105 :   
Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-
Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui 
akan yang gaib  dan yang nyata, lalu diberitakan-Nyapadamu 
apa yang telah kamu kerjakan”. Kata “i’malû” berarti 
beramallah. Kata ini juga bisa berarti “bekerjalah”.  
2.8 Penelitian Terdahulu  
No Nama Judul Kesimpulan 
1 Maryono  Tenaga kontrak, manfaat 
dan permasalahannya  
Dari peneliti ini harus 
dilakukan pengawasan dan 
pembinaan yang secara terus 
menerus dari departemen 
ketenagakerja kontrak untuk 
diperkejakan pada pekerjaan 





Pengaruh disiplin kerja 
terhadap kinerja pegawai 
pada bagian umum 
sekertariat daerah 
kabupaten garut 
Ada terdapat pengaruh 
positif dan signifikan dari 
disiplin kerja terhadap 
kinerja pegawai  pada 
bagian umum sekertariat 
Daerah Kabupaten Garut. 
Disiplin kerja terlaksana 




No Nama Judul Kesimpulan 
telah meningkatkan kinerja 
pegawai.  






kepuasan dan kinerja 
pegawai PD. Wonoagung 
Sejahtera di Gresik 
 




kepuasaan kerja dimana 
dimana kinerja karyawan 
akan meningkat dengan 
adanya komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap 
kinerja, dimana dengan 
komitmenkaryawan yang 
tinggi,berdanpak positif 
terhadap kinerja karyawan 




Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah 
dibahas diatas ialah penulis lebih memfokuskan mengenai kinerja pegawai non 
pegawai negri (PPNPN) sebagai syarat perpanjangan kontrak pada Balai 
Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Riau-Kepri berdasarkan dari indikator 
yang penulis ambil bersumber dari peraturan direktur Jendral Perhubungan Darat 
berdasarkan dua indikator  yaitu prestasi kerja dan kualiatas kerja sebagai syarat 
perpanjangan kontrak.   
2.8 Defenisi Konsep  
 Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 
persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan yang  mempunyai persyaratan 
tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai 




tertentu untuk dapat diselesaikan, dan merupakan perbandingan atas tujuan atau 
target yang ingin dicapai.  
 Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, 
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak 
tertulis.untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu 
dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu.  
 Maka dapat disimpulkan kinerja pegawai adalah perbandingan hasil yang 
dicapai dengan peran serta tenaga kerja dan yang mempunyai hubungan kuat 
dengan tujuan strategis atau perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat 
secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. 
 Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 
kecakapan , pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 
 
2.9 Konsep Operasioanal  
Referensi Indikator Sub indikator 
Analisa Kinerja Pegawai 
Non Pemerintah Non 
Pegawai Negeri Sebagai 
Syarat Perpanjangan 
Kontrak (PPNPN) 
Pada Balai  Pengelolaan 
Transportasi Darat (Bptd) 
Wilayah Iv  Riau-Kepri 
Di Kota Pekanbaru 
 
Sumber : Peraturan 
Direktur Jenderal 
Perhubungan Darat 
Nomor : SK 
.4898/KP.102/DRJD/2018 
1. Prestasi Kerja a. Memahami dan 
melaksanakan tugas yang 
ditugaskan; 
b. Pegawai menggunakan 
sarana dan prasarana; 
c. Pegawai memlihara 
sarana dan prasarana; 
2. Perilaku  kerja  a. Memiliki Integritas dan 
Etos Kerja; 
b. Displin; 
c. Melaksanakan tugas 
kedinasan dengan penuh 
pengabdian, kesadaran 
dan tanggung jawab; 
d. Semangat kerja; 



























Analisa Kinerja Pegawai Non Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) Sebagai Syarat Perpanjangan Kontrak Pada 
Balai Pengelolaan Transportasi Darat (Bptd) Wilayah IV 




Pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat (Bptd) Wilayah Iv  
Riau-Kepri 
Di Kota Pekanbaru 
 
Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Nomor : SK .4898/KP.102/DRJD/2018 
 
Prestasi Kerja Penilaian Kinerja 






3.1 Tempat dan Waktu  
 Penelitian ini dilaksanakan pada Balai Pengelola Transportasi Darat 
(BPTD) Wilayah IV Riau - Kepulauan Riau pada tanggal  16 Juni 2021. Berlokasi  
dijalan Cemara No 57, Sukamaju Kecamatan Sail,  Pekanbaru,  Riau  
 
3.2 Jenis Data  
Jenis data dalam penelitian ani adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu 
proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek 
penelitian secara jelas dan lebih mendetail (komprehensip).  
 
3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti 
adalah : 
1. Data Primer  
Yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
informan mengenai pendapat dan penilaian informan tentang kinerja 
Pegawai Non Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).  
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelah buku-buku 
maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah 




Kepulauan Riau Kota Pekanbaru untuk diolah dan dijadikan sebagai 
data untuk mendukung penelitian, berupa dokumen-dokumen literatur 
dan studi keperpustakaan.  
3.4 Metode Pengumpulan Data  
1. Wawancara  
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur  maupun tidak 
terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau dengan 
menggunakan telepon. Wawancara terstruktur dugunakan sebagai teknik 
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data atau pengumpulan 
data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 
diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah Wawancara ini bersifat 
bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya poin-poin 
penting dari masalah yang ingin digali dari informan. (Sugiono. 
2011:157-160)  
2. Observasi 
Observasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 
langsung kepada obyek penelitian. 
3. Dokumnetasi  
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen - dokumen dengan menggunakan bukti yang 
akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi karangan/tulisan, buku, 




3.5 Informan Penelitian 
Subjek penelitian atau informan dalah orang yang diminta untuk 
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 
untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi 
yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Penentuan subjek 
penelitian digunakan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan 
mendalam. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan unit analisa 
individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam penelitian. 
 Informan adalah orang yang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 
mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerja sama 
mau diajak berdiskusi dan diajak bekerja sama untuk mambahas hasil penelitian 
dan dapat memberi petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa 
mendapatkan informasi lebih mendalam tentang suatu masalah.  
Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi 
untuk sumber data yang sama secara serempak.  
 Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 
tambahan demi pendapatan data yang utuh dalam penelitian adalah :  
Tabel 3.1. Key Informan 
No Nama Jabatan Jumlah 
1.  Didi Kiranawan, S.Sos, M.Si Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 
1 
2. Demi Septi Haryanti, S.sos  Pengelola Tata Usaha  1 
3. Indriyanto, S,pd.I  Pengelola Kepegawaian 1 
4.  Erwin Yendra S,pd.I  Pegawai PPNPN  1 





3.6 Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis kualitatif yang di ambil dari wawancara dan dokumentasi. Dan 
dikelasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis data 
tersebut kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan atau 
dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang 
diteliti.  
 Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 
transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interprestasi. Dari hasil analisa 
data yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Analisa deskriptif kualitatif 
ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, 
setelah data terkumpul dilakukan pengodean, selanjutnya penyajian data yang 











GAMBARAN UMUM  
 
4.1 Sejarah Balai Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau-Kepri  
 Kantor Balai Penglolaan Tranporasi darat Wilayah IV ini berada di Jl. 
Cemara Kota Pekanbaru, sejak tahun 2017, pada mulanya kantor Balai 
Pengelolaan Transportasi darat Wilayah IV Riau-Kepri terletak di Jl. Lumba-
Lumba kota Pekanbaru. Pegawainya berjumlah untuk ASN nya berjumlah 35 
orang pegawai. Dan untuk pegawai PPNPN  nya yaitu sekitar 66 orang. Di kantor 
ini ada beberapa unit atau perbidangnya, yaitu ada LLAJ (Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan), TSDP (Transporasi Sungai Danau Dan Perintis), SAPRAS 
(Sarana Prasarana Transporsi Jalan), dan TU (Tata Usaha) Administrasi 
Perkantoran). Bentuk awal  Kementrian perhubungan yang saat ini bernama 
Depertemen perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan 
antara Depertemen perhubungan dan Kementrian perhubungan yang dipimpin 
oleh seseorang Mentri Abikusno yang tidak berlangsung lama, karna Depertemen 
perhubungan dan Depertemen pekerjaan umum tidak lagi memberikan tugas 
seperti yang sebelumnya. Depertemen perhubungan dan Depertemen pekerjaan 
umum kemudian dipimpin dengan pejabat yang berbeda yaitu Depertemen 
perhubungan yang di pimpin oleh Abdul Karim dan Depertemen pekerjaan umum 
di bawah pimpinan  Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang di sandangnya. 






 Keinginan Belanda untuk menguasai kembali di Indonesia sangat jelas 
terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 
Desember 1948 dalam agresinya tersebut Belanda berhasil Yogyakarta dan 
menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat 
ini, Dinas telepgrap sebagai salah satu jabatan dalam Depertemen perhubungan 
berhasil menjalankan tugas nya yang sangat berdampak penting bagi 
kelangsungan tegak nya Indonesia saat itu. Dinas telepgrap berhasil mengirim 
berita terakhir ke Bukit Tinggi yang ditujukan kepada  Mr. Sjafrudin 
Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberikan wewenang untuk 
membentuk suatu pemerintah darurat. Selanjunya dibentuklah sebuah cabinet 
darurat dengan Mr.Syafrudin Prawinegara sebagai Perdana Mentri dan Ir 
Indratjaja sebagai Mentri Perhubungan dan merangkap sebagai Mentri 
Kemakmuran. Sejak awal kemardekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda 
atas RIS tahun 1949, Depertemen perhubungan memiliki wewenang untuk 
mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretarian serta pos, telegraf dan 
telekomunikasi dan masing-masing sector tersebut di urus oleh jabatan-jabatannya 
sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Depertemen perhubungan.  
 Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 
1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sector 
perhubungan lainya seperti laut maupun udara belum bias menjadi sarana optimal. 
Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah 
lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga 




perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena 
jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada 
karena semua alat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembenahan perkereta 
apian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk 
dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api cukup signifikan. Pada masa 
Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara 
kelembagaan, yaitu dibentuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa 
KabinetDjuanda.Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang 
sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi 
terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen PerhubunganLaut. Dalam 
rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tibawak 
tunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu 
padatahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya 
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mula iberoperasi dengan 16 buah 
kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli. 
 Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10Juli 1959, 
Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan 
Kabinet Kerja I. Dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur 
pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan 
sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan J. 
Leimena menjabat sebagai Menterinya. Perubahan yang cukup signifikan bagi 
Departemen Perhubungan terjad ipada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin 




lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, 
tetapi terpecah-pecah kedalam beberapa Departemen yang baruter bentuk pada era 
tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada 
tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, 
perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta 
perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di 
bawah bidang Distribusi yang terdiridari Departemen Perhubungan Darat, Posdan 
Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen PerhubunganUdara, 
dan Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi 
diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiridari Departemen 
Perhubungan Darat, Posdan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan 
Departemen Perhubungan Udara.  
Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi 
masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu 
Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, 
Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen 
Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang 
Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan 
perhubungan darat. Dalam cabinet ini dibentuk Departemen baru yaitu 
Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. 
Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan II kembali 
terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya 




Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi 
Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah 
meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, 
Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan 
Laut dan Direktorat Pariwisata Posdan Telekomunikasi. Lembaga Metereologi 
dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udarasampai 
dengantahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat 
Perhubungan Udara kedepartemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang 
dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan 
citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. 
Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan 
sebuah Departemen yang besar. 
 Balai Pengelola TransportasiDarat yang selanjutnyadalam Peraturann 
Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan 
Kementerian  Perhubungan yang berada di bawah dan   bertanggung   jawab    
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD dipimpin oleh Kepala, 
dan BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada  wilayah  
dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan,    
serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, 
yang selanjutnya disebut   BPTDTipeA.  
Susunan Organisasi BPTD Wilayah IV Riau-Kepri terdiri atas :  
a. Subbagian Tata Usaha; 




c. Seksi  Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan; 
d. Seksi   Transportasi Sungai,  Danau,  dan 
e. Penyeberangan Komersial dan Perintis;   dan 
f. Kelompok Jabatan  Fungsional. 
4.2 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV 
Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 
4.2.1 Visi  
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan 
Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat Kementerian Perhubungan, yaitu: 
 “Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi 
dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat 
yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, 
selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi 
dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.” 
 4.2.2 Misi  
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan 
Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Misi Direktorat Jenderal 
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yaitu: 
1. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang aman, selamat, dan 




2. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan 
penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan 
berkelanjutan. 
3. Mendorong perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan 
akuntabel. 
4. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat. 
4.3. Tujuan dan Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) 
Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yaitu : 
 4.3.1 Tujuan dari Kementerian Perhubungan.  
 Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan stategis 
pembangunan. Tujuan diturunkannya operasional dari masing-masing misi 
pembangangunan Kementerian Perhubungandengan memperhatikan visi.Tujuan 
dari pembangangunan Kementerian Perhubungan sebagai berikut ; 
1. Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi  
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi 
3. Meningkatnya keselamatan  dan keamanan transportasi  
4. Tercapainya restruksisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian 
Perhubungan 
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat 





 dari Kementrian Perhubungan Darat yaitu merupakanrepresentasi 
terukur dari tujuan yang hendak di capai untuk beberapa tahun kedepan, 
berikut ini sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral 
Perhubungan Darat adalah :  
1. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan  
2. Meningkatkan kinerja pelayanan Transportasi Darat  
3. Meningkatkan konektivitas Transportasi Nasional  
4. Meningkatkan keselamatan Transportasi  
5. Meningkatkan fasilitas dan layanan Transportasi Darat  
 
4.4 Tipologi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV 
Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu : 
 BPTD yang melaksanakan pengelolaan Transportasi Darat pada wilayah 
dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta 
pelabuhan sungai, danau, dan penyebrangan komersial dan perintis, yang 
selanjutnya disebut BPTD Tipe A . Balai Pengelolaan Transportasi Darat yang 
dalam peraturan mentri ini disebut BPTD merupakan Unit pelaksana Teknisi di 
lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan tanggung jawab 
kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat . 
 
4.5 Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi 
Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu : 
 Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan , sungai,danau 




diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara 
komersial. 
 Adapun penjabaran tugas di BPTD Wilayah IV Riau dan Provinsi Riau 
menurut Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 yaitu ; 
A. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Tipe A  
 Kepala Balai yang di pimpin oleh bapak ARDONO ,ATD,MT bertugas :  
a. Menyusun rencana, program, dan anggran Balai Pengelolaan 
Transportasi Darat, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, 
peningkatan,penyelenggaraan dan pengawasan.  
b. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendraan bermotor, 
dan memeriksa fisik rancangan pembangunan sarana angkutan jalan.  
c. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan 
dijalan nasional. 
d. Mengelola urusan tata usaha , rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
hukum dan hubungan masyarakat.  
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan  
f. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, menyediakan dan 
mengusulkan sanksi administrasi terhadap pelanggran peraturan 
perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, 
dan penyebrangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan 




g. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan 
sungai,danau dam penyebrangan komersial dan pelabuhan yang belum 
diusahakan.  
B.  Subbagian  Tata Usaha 
 Kepala Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh bapak DIDI K. 
SUKMA,S.Sos, M,Si bertugas ;  
a. Menyusun bahan rencana, program, dan anggran  
b. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha  
c. Menyusun bahan pengelolaan rumah tangga  
d. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian  
e. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan  
f. Menyusun bahan evaluasi dan laporan  
g. Me;aksanakan tugas kedinanasan yang diberikan oleh pimpinan  
C. Seksi  Sarana   dan  Prasarana  Transportasi   Jalan 
 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan yang dipimpin oleh 
bapak IHWAN PRIHANTO, S.SiT, MMTr bertugas ; 
a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, 
penyelenggraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A  
b. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, 
penyelenggaraan, dan pengawasan terminal barang 
c. Menyusun dan mengawas unit pelaksana penimbangan kendaraan 




d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala 
kendaraan bermotor, 
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik ranca bangun sarana 
angkutan jalan,  
f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan 
D. Seksi  Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan 
 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpinan oleh bapak 
ERFIMON, S.SIT,MM bertugas :  
a. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional  
b. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara 
dan/atau antar kota dan provinsi  
c. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan 
angkutan barang  
d. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan  
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang ditugaskan pimpinan  
E. Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Komersial dan 
Perintis  
 Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Komersial 
dan Perintis yang dipimpin oleh RISKAN, AMd LLAJ,SE bertugas ; 
a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, 




b. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan 
angkutan sungai, danau dan penyebrangan  
c. Menyusunan bahan penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan pada 
pelabuhan yang diusahakan secara komersial  
d. Menyusun bahan pelayanan jasa pelabuhan sungai, danau, 
penyebrangan  
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang ditugaskan pimpinan  
 
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) 
Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :  
a. Pelaksanaan Ketatausahaan  
b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan  
c. Bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Komersial  dan 
Perintis  











4.7 Struktur Organisasi BPTD Tipe A  
     Gambar 4.1 



















KESIMPULAN DAN SARAN  
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka 
dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-
saran yang diharapkan akan mem berikan manfaat bagi semua pihak umum dan 
Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri.  
6.1 Kesimpulan  
 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) Sebagai Syarat Perpanjangan 
Kontrak Pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-
Kepri.  
a. Analisis Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) 
Sebagai Syarat Perpanjangan Kontrak Pada Balai Pengelolaan 
Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau.  Hal ini 
dapat dilihat dari 2 indikator yang diambil dari Peraturan Jendral 
Perhubungan Darat Nomor: SK4898/KP.102/DRJD/2018 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) 
di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat yaitu Prestasi Kerja 
dan Perilaku Kerja. Dimana dua indikator ini sudah dijabarkan lebih 
terperinci di sub indikator yang menjadikan syarat perpanjangan kontrak di 
BPTD IV Riau-Kepri  
b. Masih terdapat beberapa hambatan pegawai ppnpn tidak bisa 






a. kedisiplinan, kedisiplinan dimaksud disini yaitu pegawai dapat 
melakukan pekerjaannya berdasarkan kedisiplinan , karana dengan 
disiplinan para pegawai dapat melakukan pekerjaanya dengan baik 
dan meggunakan waktu sebaik-baiknya dalam bekerja.  
b. Melanjutkan Pendidikan, melanjutkan pendidikan dimaksud disini 
adalah jika ada para pegawai yang ingin melanjutkan sekolah nya 
seperti melanjutkan pendidikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat 
(STTD) ataupun melanjutkan pendidikan S1 maka secara hormat 
kontrak para pegawai PPNPN akan di berhentikan.  
c. Terakit Kriminal, terkait krimal disini bisa disebut juga tindak 
pidana yang dapat mencemarkan nama baik instansi, seperti kasus 
penyalah gunaan narkoba di dalam atau diluar jam kerja, dan kasus 
pencurian atau pun penyalah gunaan uang yang bersumber dari 
instansi terkait. Maka secara tidak hormat kontrak PPNPN akan di 
berhentikan dengan surat gugatan.  
d. Ketersediaan Dana, ketersediaan dana disini sangat berpengaruh 
dalam proses perpanjangan kontrak, karna dana yng sudah 
dikeluarkan sudah ada anggaran setiap tahunannya.karena dengan 
adanya ketersediaan dana itulah bisa mengeluarkan gaji para 
PPNPN tersebut.  
e. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa penilaian kinerja di BPTD 
IV Riau-Kepri itu dinilai oleh Kepala BPTD IV langsung dengan 




SK4898/KP.102/DRJD/2018 tentang pengelolaan pegawai PPNPN 
di BPTD IV Riau-Kepri yang sudah peneliti jelaskan dibab 
sebelumnya.  
6.2 Saran  
 Adapun saran penulis mengenai analisis kinerja pegawai PPNPN sebagai 
syarat perpanjangan kontrak Pada Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 
IV Provinsi Riau-Kepri adalah sebagai berikut :  
1. Disarankan kepada pegawai agar lebih memperhatikan hasil kerja secara 
kualitas karena hasil kerja kualitas sangat penting untuk meningkatkan 
prestasi kerja pegawai, selain itu juga sangat penting karna termasuk salah 
satu aspek penilaian untuk memperpanjang kontrak.  
2. Diharapkan kepada pegawai untuk lebih memperhatikan penggunaan 
waktu dalam bekerja agar setiap pekerjaan selesai tepat waktu dan tidak 
mengganggu pekerjaan berikutnya.  
3. Diharapkan kepada pegawai untuk lebih disiplin dalam bekerja dan 
mentaati segala peraturan yang berlaku  
4. Diharapkan kepada pegawai lebih bisa untuk bekerja sama karena dengan 
kerja sama akan lebih membantu menyelesaikan tugas lebih efektif serta 
efesien dan diharapkan kepada seluruh pegawai baik itu atasan maupun 
staff pegawai bisa menjalin hubungan baik yang bersikap kekeluargaan 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
Analisis  Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Ppnpn) Sebagai 
Syarat Perpanjangan Kontrak Pada Balai  Pengelolaan Transportasi Darat  
(Bptd) Wilayah  Iv  Riau-Kepri Di Kota Pekanbaru 
 
Nama  : Chania Alfiana 
Nim  : 11770523579 
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara 
Menyangkut tentang analisis kinerja pegawai sebagai syarat untuk perpanjang 
kontrak pegawai pemerintah non pegawai negeri (ppnpn)di balai pengelolaan 
transportasi darat wilayah IV Riau-kepri 
(Prestasi kerja)  
1. Apakah para pegawai PPNPN dapat memahami dan melaksanakan tugas 
yang ditugaskan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan  oleh BPTD ?  
2. Apakah pegawai bisa menggunakan dengan baik sarana dan prasarana 
yang telah disediakan BPTD ?  
3. Apakah pegawai PPNPN bisa memelihara sarana dan prasarana yang telah 
disediakan BPTD ?  
4. Apakah selama ini para pegawai PPNPN telah memberikan hasil kinerja 
yang baik untuk BPTD ?  
5. Prestasi apa saja yang selama ini pegawai PPNPN berikan kepada BPTD ?  
(Prilaku kerja)  
1. A. Integritas adalah bertidak konsisten untuk mencapai sebuah tujuan  
B. Etos kerja adalah sikap kepribadian atau sebuah semangat kerja 
 
1. Bagaimana upaya yang dilakukan pegawai PPNPN dalam 
meningkatkan integritas nya dalam bekerja ?  
2. Bagaimana cara pegawai meningkat kan etos kerja (semangat) dalam 
menjalankan pekerjaannya ?  
3. Disiplin. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai PPNPN dalam dunia 
kerja ?  
4. Apakah para pegawai PPNPN melaksanakan tugas kedinasan nya 
dengan penuh tanggung jawab ? contoh tanggung jawab yang 





5. Apakah ada reword atau hadiah dari pihak BPTD untuk para pegawai 
PPNPN yang berhasil bekerja dan bisa membagakan serta 
mengharumkan nama baik BPTD ?  
6. Bentuk semangat seperti apa yang dimiliki pegawai PPNPN dalam 
melaksanakan pekerjaannya ?  
7. Bagaimana sikap dan cara pegawai PPNPN dalam menjaga suasana 
kerja agar tetap aman dan kondusif ?  
8. Apa saja syarat-syarat perpanjangan kontrak untuk pegawai PPNPN ?  
9. Dan apa saja hal yang menjadikan kendala kontrak PPNPN tidak bisa 
dilanjutkan ?  
10. System kinerja yang bagaimanakah yang diharapkan oleh BPTD agar 
para pegawai PPNPN bisa dikatakan berhasil dalam sebuah 
kinerjanya?  
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